PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani - Palima Serang, Telp. (0254) 267099

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 903 / KEP. { - SATPOL. PP/2023
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PEMBANTU PPTK)
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, serta untuk
mendukung kelancaran Pelaksanaan pengelola keuangan dan
barang daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Pada Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tigg;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4 ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 'Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
(Lembar Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembar Daerah Provinsi Banten Nomor 94);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Provinsi
Banten Tahun 2022 Nomor 10);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi,
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan
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15.

16.

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 59); '

Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan
Pengawas Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Gubernur -Banten Nomor 59
Tahun 2020 tentang 'Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 60);

Peraturan Gubernur Bahten Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022

Nomor 53);

Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.1-Huk/2023 tanggal 2
Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan
Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan
Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat yang
berwenang  mengesahkan Surat Pertanggungjawaban
Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran , Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional
Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah,
Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan
Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu
PPTK) secbagai pengelola pelaksanaan Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
'Ba.nten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini. :
Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,
membantu Pengguna | Anggaran dan bertanggungjawab
terhadap tertib administrasi kegiatan dan teknis pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

3.



KETIGA . Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas
sebagai berikut : !

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan, yang mencakup dokumen
administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan;

4. Salah satu dokumen anggaran sebagaimana dimaksud
pada angka 3 yaitu Nota Pencairan Dana (NPD) yang
dilengkapi dengan lampiran Nota Pengajuan Dana
Transfer oleh Bendahara;

KEEMPAT : Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu

PPTK) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan;

2. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan sub kegiatan yang mencakup dokumen
administrasi sub kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
- undangan,

KELIMA : Tiaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,

RIYADI, S.Sos., M.Si.
ina Utama Muda
10805 199101 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Banten;

2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

3. Pj. Inspektur Provinsi Banten;

4. Kepala BPKAD Provinsi Banten;

5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten.



Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Banten.

Nomor : 903/ KEP. |  -SATPOL.PP/ 2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Penctapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
No. KODE KEGIATAN PPTK KODE SUB KEGIATAN PEMBANTU PPTK PAGU ANGGARAN
Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8
1 1 05 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahanh Dacrah 34.456.504.000
Porencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
1 1 05 01 101 Peranghat Daerah HMassaputro Delly TP,8.80s.,M.81 185.00C.000
05 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dacrah Dadan Rukandar, SE.,MM 50.000.000
0S5 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dadan Rukandar, SE.,MM 10.000.000
05 01 101 03 sm’m‘""”i dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA by puicandar SE. MM 10.000.000
05 01 1.01 04| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Deadan Rukandar, SE.,MM 16.000.000
0S5 01 1.01 0S| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Dadan Rukandar, SE.,MM 10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan La;, ran Capaian Kineja
05 01 1.01 06 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dadan Rukandar, SE.,MM 80.000.000
05 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah Dadan Rukandar, SE.,MM 15.000.000
2 1 05 01 1.02| Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Massaputro Dolly TP,S.8os.,M.81 19.899.1822.341




KODE

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

PPTK KODE SUB KEGIATAN PEMBANTU PPTK
(Rp)

1 2 3 a 5 6 7 s
1 05 01 1.02 01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Nana Triana Putra 19.471.114.341
1 C5 01 1,02 02| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Nana Triana Putra 353.068.000
1 05 o1 1.02 03 zm&f‘m“m”" dan Pengujian/ Verifikasi Nana Triana Putra 15.000.600
1 05 01 1.02 04| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Nana Triana Putra 15.000.000
1 05 01 1.02 05 K,K:gfn":;g‘m Penyusunan Laporan Kcuangan Akhir Nana Triana Putra 10.000.000
S S S L _ 1 05 01 1.02 06 P‘““I"F“""w‘ff Penyiapan Bahan Tanggapan . Nana Triana Putra .. . . 10.000.000
1 05 01 1.02 07 g?mlsjﬁd:‘;m’s‘ﬁfmﬁpg@n&“m Nana Triana Putra 10.000.000
1 05 01 1.02 07 m&nmmmmm Prognosis Nana Triana Putra 10.000.000
a3 1 65 01 1.05| Administrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Massaputro Delly TP,S.Sos.,M.61 125.000.000
1 05 01 1.05 9| Fendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | 0 Sugihart, SH.,M.Si 125.000.000

dan Fungsi

1 05 01 1.06

Administrasi Umum Perangkat Dacrah

Massaputro Delly TP,S.Sos., M.81

825.000.000




PAGU ARGGARAN

No. KODE KEGIATAN PPTK KODE SUB KEGIATAN PEMBANTU PPTK
(Rp)
1 2 3 4 S 6 7 8
1 05 01 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Eva Hermawati, SE., MM 50.000.000
1 05 01 106 05 Penyediaan Barang C-takan dan Penggandaan Nunung Sugiharti, SH.,M.Si 75.000.000
1 05 01 106 09| C-yelensgaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Eva Hermawati, SE., MM 600.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
1 05 01 106 11 Elektronik pada SKPD Eva Hermawati, SE., MM 100.0G0.000
Pengadaan Barang Milik Dacrah Pen
5 (105 01 1.07| B R el uajang Massaputro Delly TP,S.Sos.,M.81 1.264.023.250
- o= - - oo - 1 05 01 1.07 06| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya. . - _Nunung Sugiharti, SH.M.Si . | . . 1.264.023.250
6 |1 05 o1 10| PemvedisanJass Permnjang Umsan Massapatro Delly TP,S. Sos.,M.61 10.680.398.000
1 05 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Nunung Sugiharti, SH.,M.Si 10.680.398.000
Pemeliharaan Milik
7 105 o1 109/ 7 - :’m‘l e D“""l Peaunjang Massapatro Delly TP,8.80s.,M.81 1.488.000.409
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemecliharaan,
1 05 01 1.09 02| Pajak dan Pcrizinan Kendaraan Dinas NOpcrasional Nunung Sugiharti, SH.,M.Si 1.258.000.000
atau Lapangan
1 05 01 1.09 06| Pemecliharaan Peralatan dan Mesin Lainya Nunung Sugiharti, SH.,M.Si 75.000.000




KODE

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

KODE SUB KEGIATAN PEMBANTU PPTK
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1 05 01 109 11 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya Nunung Sugiharti, SH.,M.Si 155.000.409
b 4 1 05 02 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 7.752.396.000
Penanganan Gangguan Kctentraman dan
Ketertiban Umum Lintas Dacrah
1 1 05 1.01 bupaten/Eota dalam 1 (8atu) Dacral Paundra Bayyu Afie, AP,M.Si 5.202.396.000
Provinsi
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1 05 02 101 01 Pembi dan P luhan, Pelal Patroli, Purwadi, S, Sos, M. Si 400.000.000
Pengamaman dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada
1 05 02 1.01 02 melalui Penertiban dan Pe Unjuk Rasa dan Purwadi, S, Sos, M. Si 850.000.000
Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenraman, Ketertiban
. e — e - e . 1 05 02 1.01 03 Umum dan Perlindungan Ma: kat Tingkat Provinsi” -Lisa Oktavia, S.I.Kom - . -- - -— - 125.000.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
1 05 02 1.01 04 Rangka Keten dan Ketertiban U Drs. Lalan Suherlan 615.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk . .
1 05 02 1.01 05 dalam Pelaksanaan Tugas \ Hak Asasi Dini Abdiani, S.IP 600.000.000
Manusia
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam "
1 05 02 1.01 06 Teknik Pen ! Kejahatan Rizal S. Djafaar, S.STP, M.Si 100.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarsna
1 05 02 1.01 07 Keten dan Ki iban Umum Dini Abdiani, S.IP 2.431.146.000
1 05 02 1.0 08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Purwadi, S, Sos, M. Si 50.000.600

Masyarakat




PAGU ANGGARAN

No. KODE KEGIATAN PPTK KODE SUB KEGIATAN PEMBANTU PPTK
(Rp)
1 2 3 49 5 6 7 8
Penyedigan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan
1 05 02 1.01 09 ¢ peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah Purwadi, S, Sos, M. Si 31.250.000
Pencgakan Perat D h Provioai dan
2 105 02 1.02| - ¢ Gub Ade Syarief H,8.8TP 2.175.000.000
1 05 02 1.02 o1 | Sosialisasi Pencgakan Peraturan Dacrah dan Peraturan| ooy ooy o ae MiSE 400.000.000
Gubernur
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan
1 05 02 1.02 02 Peraturan Dacrah dan Pe Gubernur Irlan Pauji, S.H., M.AP 1.525.000.000
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Dacrah dan .
1 05 02 1.02 03 P Gubernur Muthi Aliyudin, S.H., M.Si. 250.000.000
Pembinean Penyidik Pegawai Negerd Sipil
3. R . . b I madeedrat o il - . .- %
1 05 .02 103 (PPS) Provinsi Hj. Kustantina, ST,M.S8 375.000.000
1 05 02 1.03 01 Pengembangan Kapasitas den Karier PPNS Apud Budiman,S.Ag.,MA 225.000.000
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS
1 05 02 1.03 02 Penegak Peraturan Dacrah, Dukungan Pelaksanaan Ahmad Thohir Apdani, SE 150.000.000
Sidang ditempat, Penguatan Schretariat Bersama PPNS
m 1 05 04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Peayclumatan Kebak dan Penyelamatan Non Kebak 7.775.000.000
Penyelenggaraan Pemet Ra B -
1 1 05 04 101 =% wan Akbkmad Razarudin,S.Sos.,M.61 7.525.00€.000
1 05 04 101 01| Fenyediaan dan Pemutakhiran Infirmasi Dacrah Rawan| 1, gosongi, SE.,M.Si 100.000.000

Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran




No.

KODE

KEGIATAN

KODE

SUB KEGIATAN

PEMBANTU PPTK

PAGU ANGGARAN

(Rp)

6

0S 04 1.01

Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem
Proteksi Kebakaran

Ridwan, SE

125.000.000

05 04 1.01

03

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota

Inu Sasongko, SE.,M.Si

535.422.800

05 04 1.01

Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar
Daerah berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Inu Sasongko, SE.,M.Si

100.000.000

05 04 1.01

05

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dird

Inu Sasongko, SE.,M.Si

5.789.577.200

05 04 101

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Inu Sasongko, SE.,M.Si

05 04 1.01

Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan

' Pertolorgan Terhadap Kondis! Membahayakan -

Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Iman Wahyudin,S.Sus

05 04 1.01

08

Pengadaar Sarana dan Prasarana Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Iman Wahyudin,S.Sos

150.000.000

05 04 1.01

Bimbingan Teknis terkait Pencegahan,
Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten
/ Kota

Ismail,S.Sos

250.000.000

05 04 1.01

10

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Terkait Penccgahan, Penanggulanyan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Ismail,S.Sos

05 04 1.01

11

Penyelenggaraan Sistem Informasi dar. Pelaporan
Kebakaran dan Penyclamatan Secara Terintegrasi

Ridwan, SE

50.000.000

05 04 1.01

12

Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta
Penyelamatan

Ridwan, SE

50.000.000




PAGU ANGGARAN

No. KODE KEGIATAN PPTK KODE SUB KEGIATAN PEMBANTU PPTK
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 05 04 101 13 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Ismail,S.Sos 175.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan,
2 1 05 04 1.02 Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Akhmad Nazarudin,8.Scs.,M.5i. 250.000.000
Penyelamatan Non Kebakaran
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan,
1 05 04 1.02 01 Penanggulangan, Penyslamatan Kebakaran dan Iman Wahyudin,S.Sos 150.000.000
Penyelamatan Non Kebakaran
Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan,
1 05 04 l1.02 02 Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Iman Wahyudin,S.Sos 100.000.000
Penyelamatan Non Kebakaran
JUMLAH 49.994.000.000

KEPALA SATUAAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN. - - y

AD],S.Sos.,M.Si.

ina Utama Muda
10805 199101 1 001




